LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIDPRRI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke
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Pimpinan Rapat
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|.  PENDAHULUAN

5 (lima)

2020-2021

1l

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah

Kamis, 21 Januari 2021

11.00 WIB

Terbuka

Martin Manurung, S.E., M.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara | Lt. Dasar

JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Pembahasan mengenai:

1. Kegiatan dan realisasi anggaran TA 2020;

2. Rencana kegiatan dan anggaran sesuai DIPA Tahun 2021; dan

3. Pelaksanaan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro
(BPUM) Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Program BPUM Tahun
Anggaran 2021.

1. orang dari 53 Orang Anggota Komisi VI DPR RI;

2. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki beserta jajaran.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat
Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada pukul 11.35 WIB dan rapat
dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 21 Januari 2021, dengan acara dan wakiu
sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., MAA..



KESIMPULAN RAPAT
1.

Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM per 31
Desember 2020 sebesar Rp29.247.222.697.834,- (Dua Puluh Sembilan Triliun Dua Ratus Empat
Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu
Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 99,23% dari Pagu Anggaran Tahun
2020 sebesar Rp29.474.605.608.000,- (Dua Puluh Sembilan Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh
Empat Miliar Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah)

Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun
Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing
dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan
penghematan/realokasi anggaran sebesar Rp88.228.724.000,- (Delapan Puluh Delapan Miliar Dua
Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Pagu Anggaran
sebesar Rp978.289.099.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan
Puluh  Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga Pagu Anggaran
Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp890.060.375.000,-
(Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu
Rupiah).

Komisi VI DPR RI mendukung usulan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan
Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 sebesar
Rp28.800.000.000.000.,- (Dua Puluh Delapan Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah) yang
diperuntukan bagi 12 (dua belas) juta pelaku usaha mikro dengan perbaikan sistem pelayanan
agar lebih mudah dan tepat sasaran.

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk merealisasikan
pelaksanaan anggaran secara transparan, tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan
prinsip Good Governance dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi VI DPR Rl mendorong kepada Kementerian Koperasi dan UKM agar melakukan
sinergitas/kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk memberi arahan dan
kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam menghadapi
dampak Pandemi Covid-19.

Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk
menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan
Anggota Komisi VI DPR RI.

PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 13.55 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIDPRRI
KETUA RAPAT,

TTD

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352




